[ SALINAN ]

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 10
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat:

KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Penyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17
Properti Investasi, salah satu diktumnya mengatur tentang
ketentuan akun Properti Investasi;

bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang belum
mengatur mengenai Properti Investasi, sehingga perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan
Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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Menetapkan

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
85/PMK.05/2021 tentang Penyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor
10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN

ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 10 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah

dengan:

a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2015 Nomor 33);

b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor
10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 Nomor 65);

c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor
10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2017 Nomor 44);

d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
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Pemerintah = Kabupaten  Rembang  (Berita  Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 52);

e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor
10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2019 Nomor 54);

f.  Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah = Kabupaten Rembang (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 53);

g. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah =~ Kabupaten  Rembang (Berita  Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 47);

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd
FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006
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